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I. UMUM

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat
yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan rakyat
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). Dalam undang-
undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka

mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai
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demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan
daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Meskipun dalam UU MDS3 telah secara komprehensif diatur
mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat
beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem
pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan
penyempurnaan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai
kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR.
Dalam suatu tatanan yang demokratis apa yang disuarakan rakyat dalam
pemilu semestinya tercermin dalam susunan dan konfigurasi pimpinan
DPR. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
ketentuan mengenai susunan pimpinan DPR dan MPR dengan cara
penambahan jumlah wakil ketua pimpinan pada MPR dan DPR yang
memberikan cerminan keterwakilan suara partai pemenang pemilu pada
struktur pimpinan dua lembaga tersebut sebagai lembaga perwakilan
yang mencerminkan representasi rakyat. Selain itu, perlu juga dilakukan
penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan
menambah jumlah pimpinan dan memperjelas wewenang dan tugas
Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana yang telah dilakukan
penambahan pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat
perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat
mencerminkan asas proporsionalitas.

Demikian juga penataan Badan Legislasi terkait dengan kewenangan
Badan Legislasi dalam menyusun rancangan undang-undang dan naskah
akademik. Sebagai alat kelengkapan dewan yang secara khusus
menangani bidang legislasi, maka sangat tidak tepat kewenangan
tersebut tidak melekat dalam Badan Legislasi. Selain fungsi legislasi, juga
dilakukan penataan lembaga DPR dengan menghidupkan kembali Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara, suatu alat kelengkapan dewan yang

akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa
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Keuangan dan yang hasil kerjanya disampaikan kepada komisi untuk
melakukan pengawasan.

Terkait dengan kewenangan DPR dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, perubahan Undang-Undang ini juga memuat ketentuan
pemberian sanksi dan bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan
rekomendasi DPR dan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak
bersedia menghadiri panggilan DPR.

Selanjutnya, Undang-Undang perubahan ini juga mengatur
mengenai kedudukan pimpinan MPR dan DPR saat ini, bagaimana
konsekuensinya atas penambahan jumlah pimpinan serta batasan waktu
keberlakuan atas perubahan ketentuan pimpinan MPR dan DPR serta
pimpinan alat kelengkapan dewan, mengingat dalam aturan selanjutnya
terdapat ketentuan yang berbeda terhadap pimpinan MPR dan DPR serta

pimpinan alat kelengkapan dewan setelah pemilu 2019.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 73

Ayat (1)
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 74
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 84
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 105
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 112A
Cukup jelas.
Pasal 112B
Cukup jelas.
Pasal 112C
Cukup jelas.
Pasal 112D
Cukup jelas.
Pasal 112E
Cukup jelas.
Pasal 112F
Cukup jelas.
Pasal 112G
Cukup jelas.



Angka 9
Pasal 121
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Penambahan kursi pimpinan Mahkamah Kehormatan

Dewan untuk jabatan wakil ketua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat ()

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 121A

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 122A

Cukup jelas.

Pasal 122B

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 164

Cukup jelas.
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Angka 14
Pasal 180A
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 204
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 224
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 245
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus
antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak
pidana terorisme, pelanggaran HAM berat,tindak
pidana perdagangan orang, tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.
Angka 18
Pasal 249
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 250

Cukup jelas.



Angka 20
Pasal 260

Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 413A

Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 424

Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 427A

Cukup jelas.

Pasal 427B

Cukup jelas.

Pasal 427C

Cukup jelas.

Pasal 427D

Cukup jelas.

Pasal 427E

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas
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